
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

r{oMoR 5 TAHUN 2oo7

TEh{ TANG
KEDTJDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Il{enimbang

Mengingat

DEI{GAN RAHMAT TUHAI\,I YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

bahwa untuk meningkatkan pe'yerenggaraan pe'rerintahan Desa daramratrgka pelaksanaan dan p.nguotun 
"otonorni p.ru,"'prrru memberikanpenghasilan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa,' 

l

bahrva berdasarkan per-tinrbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas,perlu mengatur Krdudukan Keuangan Kepara Desa dan perangkat Desadengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 
. ]?19 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor i 'rahLrn 1953 tentang pembentukan DaerahTingkat II di Karinrantan (Lembaran Negara nJp"urit Indonesia Tahun1953 Nomor 9).r:g1g-ur undang-Undang 1r-emboron Negara Republiklndonesia Tahun 1959 Nomor 721 Tarnbaian Lembaran Negara Repubriklndonesia Nomor lg20);

undang-undang Nomor 17 Tahun i093 tentang Keuangan rr-egara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 from or 47, TambarranLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42S6);

Undang-Urdang Nonror I Tahun 2004 tentang penrbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 
"zooi 

rv"*or 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435-5);

undang-undang No'ror r 0 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nonior 53, Tarnbahan Lembaran Negira Repubrik r'donesia Nomor 43g9);
Undang-[Jndang Nonror r5 Tahun2a04 tentang pemeriksaan pengerolaan
dan Tanggungiu*1!. Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tarrun 2004 Nomoi oo, tainbahan Lembaran Negara Repubriklndonesia Nomor 4400);

undang-U'dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahurn 200i.Nomor r25, Ta'ibahanLembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telahdiubah dengan peraturan pemerintah p.engganti undang Undang Nomor 3Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik l-n-donesia iofr"un zoo5 Nomor 3g,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4493) yang terahditetapkan dengan Undang-undang Nornor s tahun zoos (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2"oos Nomor l0g, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4548):

AT-



7. undang-LJ'dang Nomor 33 Tahun- 2004 tentang perinrbargan Keuanganantara Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara R"pr6tit Jndonesia Tahun 2004Nomor 126. Tambahan Lembara]r N.;;;u Repubrik IndonesiaNomor 4438):

8. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah da1.K,erlenangan propinsi sebagai Dae.ah ot.nom (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 NJmor 54, Tambahan Le'rbaranf.{egara Republik Indonesia Nomor 3952);
9 Peraturan pemerintah Nonror 5g Tahun 2005 tentang pengeroraan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005Nornor r42, Tambarran Lem6'aran itt*goru Repubrik IncronesiaNomor 4578):

l0 Peraturan pemeri'tah Nomor 72 Tahttn 2005 tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik rndonesia T'ahun 2005 Nonro,. riq, iumbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nonror 45gg);

Il Peraturatt Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaa' danPengawasan Penyelenggzu-aan Pernerintah Daerah (L-embaran Negara Republikhidonesia Tahu' 2005 Nomor i65, Tambahan a;il;;." Negara Repubriklndoneisa Nomor 4-593);

l2' Keputusan Presiden Nomor 74 Tahu,200r tentang Tata cara pengawasan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

13' Peratrrran Daeralt Kabupaten Pontianak Nornor 02 Tahun 2005 tentangPembentukan dan Susunar organisasi perangkat Daerah KabupatenPontianak (Lembaran Daerah l"ah'n 2005 Nornor"0z seri D Nonror 0l):

Dengan persetujuan llersama
DEWAN PERWAKILAI'.{ RAKYAT DAtrRAII KABUPATEN PONTIANAK

dan
BT]PATI PONTTAI{AK

MtrMTJTUSKAN :

Pfelretapkan : P0RATURAN DAERAH TENTANG KEDUDT'KAN KE[IANGANKEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN T-IPII]N,I

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas -batas wilayah yang be^'venang mengatur dan mengurus kepentingan'masyarakat setempatberdasarkan asal-usul dan adai istiaJ.at setempat ** diakuri dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
2 Permerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa danBadan Permusyawaratan Desa dalam mengatur oan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal usul dan adat istialat setempat yang diakui dan dihormati dala'rsistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repubrik Indonesia.



3 
i:ilnff1.,1;r.1."u.,ah 

Kepara Desa dan perangkat cresa sebagai unsur penyerenggara

4 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkatBPD' adalah ler'baga yang tn.*pukui p..*r;raun denrokrasi aaram penyerenggaraanpemerintahan desa sebagai uniu. penyerenggu.u p#.rintahan desa.5 Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalahpeminrpin pemerintah Desa daram *iravah Kub,,;;;;; pontianak
6' Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yan-9 terdiri dari unsur staf unsur pelaksana danunsur wilayah bagian desa yang ada di Kabupatln ii,riiunur..
7 Peraturatt Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-samaBPD

8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..selanjutnya disingkat ApB Desa adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas clan disetujui bersama oleh pemerintah Desadan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
9 Penghasilan Tetap adalah junrlah penerintaan dari penghasilan ya'g sah untuk diberikan sertadigunakan secara teratur setiap buiannya.
l0 Tunjangan adalah.jumlah penerintaan/bantuan Keuanga. yang diberikan selain penghasilantetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yung alutu. dalam peraturan Desa.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TT]NJANGANI KEPALA DISA

PERANGKAI'DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

pas:rl 2

tt'fttffli,ff:i#.,|jjl'Hllj Desa diberikan penghasilan retap setiap bulannya sesuai dengan

tt'5:l5ffiliTd:3:ilil:T.llraksud pada avat (r) ditetapka' setiap tarrun crarar' Anggaran

(" 
ff:ilil:,ffif,liffiTTJlt-'asing Kepala Desa dan perangkar Desa diatur rebih ranjut dan

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud padaPasal 2 ayat (2) penghasilalt.iip yang dibeiikan r,epaoa k.puru pesa dai perangkat Desa, dapatdialokasikan dari bantuan Pemerintali Pemerintah'profrnsi, dan pemerintah Kabupaten sesuaidengan Peraturan perundang .- undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Pera'gkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dapatdimungkinkan kenaikunnyu sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

DAN



PENJELASAN

ATAS
PIIRATURAN DAIRAH KABUPATEN PONTIANA K

NOMOR TAHUN 2OO7

IENTANG
KIDUDUI{AN KELIANGAN KEPALA DESA DA.* PERANGKAT DESA

LfN/f L,T\,{

Bahwa kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas tugas dibidang
pemerintahan' pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa, tidak dapat dilepaskan dari
tugas pokok' fu.gsi da'tanggung jawab sena peran aktif pemerintah Desa yang dalam halini Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebagai upaya untuk nienunjang kerancaran dan
keberhasilan dari tugas dan fungsi Pemerintahan Desa, Kepala Desa beserta perangkat Desa
dipandang perlu diberikan stimulan, dorongan dan motivasi, sehingga dapat berperan secara
aktif dan lllampu melaksanakan tugasnya sesuai de'gan bidangnya 

'rasing - masing secara
baik' penuh konsentrasi dan ber-tanggungiawab serta dapat menyelenggarakan pelayanan
secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

untuk memberikan dorongan dan nrotivasi kepada Kepara Desa dan
sebagaimana di'raksud, hanrs disediakan iian diberikan penghasiran kepada
Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Disamping itu, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dimungkinkan
diberikan dari alokasi penerimaan keuangan bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan
Pernerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam rangka 
'remberikan 

kepastian dan pedoman pengaturan
panghasilan Pemerintah Desa lebih lanjut, harus mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa dengan peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas
Pasal 2

Ayat (

Perangkat Desa

Kepala Desa dan

II

r)
Yang dirnaksud dengan .,perangkat 

Desa', yang
dalam ketentuan ini tidak teriasuk Sekretaris
PegawaiNegeri Sipil.
2)
Cukup Jelas

menerima penghasilan tetap
Desa yang sudah berstatus

Ayat (



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayar (3)
Cukup Jelas

4

Cukup Jelas
5

Cukup Jelas
6

Cukup Jelas
7

Cukup Jelas
8

Cukup Jelas



Bagian Dua
Tunjangarr

Pasal 5

(1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dan /atau telahmengakhiri jabatannya, maka dapai diberikan r;i;;g* penghargaan
(2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat D.esa rnengalami kecerakaan di daram menlarankan tugassebagai pejabat Pemerintah Desa sehinggu unlrk selanjutnyu tialt-oapat ragi menjarankantugas dan kewajibannya, dapat diberikanTi":**"" kecerakaan.
(3) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggar dunia di daram menjarankan rugas;:l;ff ";ft : :ffiHr ffi ;: m rl1*ai**li ff o ;; ar il .1, u 

" 
#i;;s * il; o.

(4) Ketentuan pemberian tunjangan sebagaimana dimaklyd nada ayat (l),_ayar (2) darayat (3)disesuaikan den-qan t.n',.*p,iunKeuaiga" p.r" a." ditetapkan dalam ApB Desa

Pasal 6

(r) 
Fi:frfilt;i.jifid'.';:il1'onu crir'aks.cr pacra pasar s, dibebankan pada Anggaran

(2) Dalam rangka penyusunan Anggaran_ Pendapata' dan Belanja Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (t) dapat dinrungkinian diberikan subsiJi tunlungon;;;ip;.rintah, pemerintahPropinsi dan Pemerintah i(abupaten sesuai dengan perat*uran lrenrndang-undangan yangberlaku.

,.uru*dfr^Yl,!nrr",

Pasal 7

(l) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, r,aka peraturan Daerah Kabupaten pontianak

):frJ,1J,,:ilH.i::|filtngx"J,,,ru[;"",[;";gan Kepara Desa dan perangkat Desa

(2) Hal-hal yang beru'r ciiatur <Jaram peraturan Daerah ir '

akan diaiur lebih laniLrt d;d;;;,.aruran Bupari. 'r' 
sepanjang rnengenai pelaksanaannya

Pasal 8

Peraturan Daerah ini r'urai berraku pacla tanggar diundangka..
Agar setiap orang me'getahuinya, ntemerintahkan pengu'dangan peraturan Daerah ini denganpene'rpatannya daram Lembaran Daerah Kab'paten ponilnur,

Ditetapkan di Memparvah
padatanggal ry t_ 2007

BIIPATI PONTIANAK,

o+r1,rltundartglian di rvi t, ir1.i.r;,,.r rr

pada ran g ga t..l A. ;. "l :.. ?Qo7
f it . SEXRETAJITS DAERAH Kl\iiupl{.f i:I.,i }jr}N I l,{r.ll\K

DA.U\]G SY,1.RTIUNDIN

t EIIBARAN DAE RAH ?(iiB r I i, ;i i I r\i i.r i r pi.i I ri ],1 AK

AGUS SALINI


